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A LATARBELAKANG

“Ho!dmg Company merupakan suatu 1stﬂah yang kerap kah di dengar

pada saat suatu grup perusahaan tengah melakukan restrukrisasi. Dalam Black’s.
Law. Dlstionary dikatakan bahwa Hoidmg Company ‘adalah “4 ‘company
“that usually confines. its. activities. to-owning.stock.in, .and Supervising
managemeitt of other compames A holding company usually OWnS a con-
trollmg znteres! in the compames whase stock it kolds nEe

.}'adl pada pnns1pnya suatu HoIdmg Company bukanlah suatu badan hukum _
atau badan usaha yang istimewa, hanya saja sebagal suatu perusahaan hold-
ing company mempunyai karakteristik tersend:r; yang cukup unik, (scpem
didefinisikan). ¥ 2 . :

- Sebagai suatu perusahaan (a.company) pada umumnya Holding Com-
pany dapat merupakan perusahaan dengan berbagai macam bentuk dari
persekutuan perdata, persekutuan dengan firma » persekutuan komanditer sampai
dengan suatu perseroan terbatas. Selanjutnya meskipun bukan merupakan
suatu keharusan, namun dalam praktek dunia usaha sehari-hari, kita akan
temui bahwa holding company selalu dibentuk dalam suatu perseroan terbatas.
Dengan demikian berarti sebagal suatu perusahaan yang didirikan dengan
status hukum sebuah perseroan terbatas, holding company di Indonesia juga
wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan segala
konsekuensi hukumnya :

- Dapat dilihat dari definisi yang dlberlkan di atas, suatu holding company
adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan
investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan
atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan. Dalam bahasa Indonesia
holding company ini dapat kita sebut dengan istilah perusahaan induk, oleh

1. Black’s Law Dictionary, Six th edition by the publisher’s editorial staff, ST Paul, Minn West Publisting
Co. 1990. hal. 31.
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karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kepentingan
(sebagai pemegang saham) pada anak—anak perusahaan

Dalam penulisan makalah ini;, kaml akan membahas aspek hukum dari
holding company sebagm suatu Perseroan Terbatas (PT). Pembahasannya akan
lebih dititik beratkan pada ketentuan Undang—undang No.1 Tahun 1995 tentang
“Perseroan Terbatas”. Dengan cara melihat pada berbagai aspek pelaksanaan
- yang berhubungan dengan SIfat khusus dari “Hoidmg Company” d1 Indone—

s1a saat 1n1 " '

Sepem teiah dluralkan d1 muka bahwa jika suatu h{)ldmcrr company
didmkan dalam bentuk perseroan terbatas, maka berarti seluruh aspek hukum”
dari holding company juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat
dalam Undang—undang Perseroan Terbatas No 1 Tahun 1995, '

Jika kita lihat holdmg company, sebagai suatu perusahaan mduk yang
kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi dan pengawasan pada anak-
anak perusahaan, rnaka ada yang perlu mendapat perhatian, baik dari perusahaan
induk maupun anak-anak perusahaan yang berada di bawah pengawasannya.
Ketentuan-ketentuan yang memerlukan perhatian khusus tersebut adalah haI-
hal sebagai berikut di bawah ini :

I. -Ketentuan mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab Dzreks1
Komisaris dan pemegang saham;

- Keteniuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi:
'Ketentuan mengenai kepemilikan saham;
Ketentuan mengenal treasury stock;

AT

Ketentuan mengenai penjamman saham dan jual beli saham.

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan makalah
yang diangkat oleh kelompok ini adalah sebagai berikut:

I.  Seberapa besar bentuk tanggung jawab yang harus di tanggung oleh Direksi
dan Komisaris pemegang saham dalam suatu holding company ?

2. Bagaimana ketentuan mengatur tentang kepemilikan saham serta
pemindahan dan gadai saham dan ketentuan “Treasury Stock™?

3. Bagaimana pengawasan melalui pembentukan “Holding Company” ?
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o C ANALISIS PELAKSANAAN HOLDING C@M?ANY BERDA«
e ARKAN UNDAN G—UNDAN G NOMOR 1 TAHGN 1995 TENTANG

ntuk . me m’oen gambaran secara. menyeluruh. _aka kama akan_
menguraikan secara terpenncl -men : _na1 pokok pennasalahan sebagalmana

& ':Meskipun tzdak di temui adanya suatu aturan yang secara: khusus
" ‘men gatur secara berbeda hal <hal yang berhubungan den gan kewenangan
dan tanggung Jawab Dn‘cksz Komlsa ”maupun para pemqgang saham
' dalam suatu perusahaan mduk maupun anak—anak perusahaan namun
dengan mengmgat bahwa salah satu kegxatan utama dari suatu holdmg
“company. adalah melaksanakan pengawasan pada; anak—anak perusahaan
- .:maka berbaga; hal berikut Im perlu mendapat perhataan R -

Y 5 Undang undang Perseroan Terbatas mewapbkan Dxreks; dan
' "Komisarls untuk dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
: menjalankan fugasnya guna. kepentmgan perseroan {pasal 85 ayat (1) jo

pasal 98 ayat (1); dengan tanggung jawab pi‘lbﬂdi terhadap pinak ketiga,

perseroan dan pemegang saham perseroan jika ia karena kesalahan atau

' kelalaiannya mengakibatkan keruglan terhadap perseroan (pasal 85 ayat
o '(2) (3) i pasai 98 ayat(2)). "

A Dengan kewajaban dan tanggung Jawab demlkxan D:reksx dan
. Komisaris &iharapkan dapatbertmdak sesuai dengan keahhannya Direksi
) tldak hanya sekedar menjadi pemegang amanat dan eksekutor pemegang
. 'saham mayontas melamkan dapat men_;ad: profeszonal yang mampu

__memamkan peran yang pentmg ’oag1 perseroan dan seluruh pemegang

saham '

“Sebagai Dlrcksa. baik pada perusahaan mduk maupun pada anak-
-anak perusahaan, mercka berkewsajiban untuk mempunyai gambaran luas
mengenai visi, dan objektif dart masing-masing perusahaan dengan tepat,
schingga dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin sesuat
dengan bidang usaha dan kegiatan dari masing-masing perusahaan. Dan
kchusus bagi Direksi, anak-anak perusahaan, mereka diharapkan untuk
tetap dapat menjadi prefesionalisme mereka, meskipun dalam struktur
kepemilikan mereka berada dalam pengawasan Direksi induk perusahaan.
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Walaupun dalam ‘ketentuan pasal 3.ayat (1), dikatakan bahwa.

- -._pemegan gszham perseroan tidak: bertanggung jawab secara pribadi atag
perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab
atas kerugian perseroan melebihi nilah saham yang telah diambilnya,

i namin apabxla pemegang saham | yang bersangkutan baik langsung maupun
tidak’ Iangsung dengan’ itikad buruk “memanfaatkan ‘perseroan semata~: -

.. mata untuk kepentmgan pnbad1 (pasai 3ayat(2) hurut (b. ) maka keten’man-f

. 'tersebut dalam pasal 3 ayat. (1) tzdak berlaku N :

Dari rumusan-tersebut diharapkan bahwa Dlrekm pemsahaan mduk .
y sebaga; pemegang saham dalam anak-anak perusahaan tidak terlalu ikut
.campur dalam pelaksanaan manajemen anak~anak perusahaan meskipun
. salah safu mgas utama mereka adalah melakukan pengasawan manajemen.
_Kemampuan untuk tetap membma konszstenm dalam melaksanakan tugas
dan kewaﬂban masmg»masmg sangat dlutamakan

“Selain yang diatur:secara umum mengenai. ketentuan (keputusan)

Rapat Umum Pemegang ‘Saham ‘yang harus dipenuhi oleh perseroan

- terbatas yang ingin melakukan merger, konsolidast maupun akuisisi (pasal

- 76), Undang-undang Perseroan Terbatas No. | tahun 19595 memberikan

ketentuan khusus mengenai merger, konsolidasi maupun akuisisi dalam

Bab VII mengenai penggabungan peleburan dan pengambﬂahhan dari
_pasal 102 sampai 109.2

- Pasal 76 Undang-undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa
setiap kali perseroan ingin melaksanakan merger, konsolidasi dan akuisisi

. harus didahului dengan suatu Rapat Saham tersebut baru sah dan mengikat
Jjika apablia dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
"3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan dlsetujm oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian
dari Jjumlah suara tersebut, Persetujuan merger, konsolidasi dan akuisisi
harus datang tidak hanya dari Rapat Umum Pemegang Saham salah satu
perusahaan, melainkan dari seluruh perusahaan yang bermaksud
melaksanakan merger, konsolidasi maupun akuisisi tersebut, yaitu dari
masing-masing perusahaan yang akan merger atau konsolidasi (pasal 102
ayat (3)). Ketentuan tersebut merupakan ketentuan memaksa yang harus
ditkuti. Dalam hal korum sebagaimana tersebut dalam pasal 76 di atas

2. Normin, $. Pakpahan, Hukum Perusahaan indonesia Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. [ Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: ELIPS. 1995, hal, 79.
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R ":---"'-'Undang~undangPerseroanTerbatas_

1dapat dllaksanakan

o f _ ._'perseroan

S .__1 L Membenkan hak kepada setlap pemegang saham untuk mernmta i

ps 'kepada perseroan agar scluruh sahamnya dibeli dengan harga

.. yang wajar dalam hal ; yang bersangkutan tldak menyetujui
* tindakan merger, konsohdam dan atau akuisisi yang dilakukan

- perseroan yang merugxkan pemegang saham atau perseroan
' 'ﬁ(pasal 55 ayat (1) jo pasal 104 ayat (2.

x4 Berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (3) 30 pasa} 98 ayat {2)
memberikan hak derivative kepada pemegang saham minoritas
"yang mewakili sekurang‘kuranya 10% (sepuluh persen) dari
seluruh pemegang saham perseroan yang sah untuk mengajukan
“gugatan’ untuk dan atas nama perseroan terhadap Dlreks: dan
Komisaris perseroan. L g A -

b. Kepentmgan masyarakat dan persamgan sehat dalam melakukan
 ‘usaha: '

b Undang~undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa sebelum
- perbuatan hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi tersebut
dilaksanakan, Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan:

1. Rencanamerger, konsolidasi dan atau akuisisi harus diumumkan

“dalam 2 (dua) harian surat kabar paling lambat 14 (empat belas)

hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (pasal
105 ayat (2)), dan :

2. Hasil merger, konsolidasi, dan atau akuisisi wajib pula divmum-
kan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak merger, konsolidasi, dan atau akuisisi
tersebut selesai dilaksanakan (pasal 108 ayat (1) dan (2).

3. Lihat Undang-undang No. 1 tahun 1995. Pasal 104 ayat (1).

it 3"t1dak tercapal maka merger konsohdam maupun aku13151 tersebut tldak




b’

... Ketentuan: Kepemihkan Saham dan Perseroan Pemindahan Hak Atas

~ Saham, Peiaksanaan Gadai Saham dan “Treasury Stcck”Undang -undang :
_ _mewapbkan perseroan untuk ‘mengadakan dan meny1mpan Daftar-
: -Pemegang Saham, yang memuat sekurang-kurangnya :

a, _Nama dan alamat pemegang saham

b, Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dmnhkl pemegang

saham, dan apabila dikeluarkan lebih dan satu klas1ﬁk351 saham;

) c _Tlap tlap k1a51f1ka51 saham tersebut

d :z'_-'.-_Jumlah yang dlsetor atas senap saham

e Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukom yang
-“_mempunyal hak gadax atas saham dan tanggal peroiehan hak gadai
tersebus; o

f Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lam (pasal 43 ayat (1)).

Yang mewajibkan pembuatan dan pemei_xharaannya d1bebankan kepada

Dn‘eks; perseroan (pasai 96 ayat ay.

Selain kewajlban tersebut . perseroan juga dzwajlbkan untul

.. mengadakan penyimpanan Daftar khusus yang memuat keterangan

mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta
keluarganya pada perseroan maupun pada perusahaan lainnya serta tanggal
kepemlhkan (pasal 43 ayat (2)).

Ketentuan ini dlharapkan dapat berjalan se:rmg dengan ketentuan
mengenai benturan kepentingan yang diatur dalam pasal 84 ayat (1)

- Undang-undang Perseroan Terbatas. Bagi perusahaan induk dan anak-

anak perusahaan, ketentuan ini menjach penting artinya, untuk melihat
sampai seberapa Jauh manajemen perseroan telah dilaksanakan dengan
schat dan wajar. Jangan hanya karena kepemilikan dua perusahaan berada
di bawah mayoritas perusahaan induk yang sama maka suatu transaksi
yang selayaknya tidak ditutup dilaksanakan juga.

Pasal 48 Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap
Anggaran Dasar perseroan memuat keientuan mengenai tata cara

-pemindahan hak atas saham yang disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. .

Undang-undang menentukan bahwa setiap pemindahan hak atas
saham atas nama dilakuekan dengan akta pemindahan hal (pasal 49 ayat
(1)), dan pemindahan hak atas saham atas tunjuk cukup dilakukan dengan
penyerahan surat saham tersebut (pasal 49 ayat (4)).
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Tldak ada suatu aturan umum mengenm ’r“ormahtas dan bemuk akta_
emmdahan hak yang dlperlukan bag1 pemmdahan hak atas saham atas
naé:na hanya saJa akta pemmdahan hak tersebut atau salmannya harus
i _dlsampalkan secara, tertulis, kepada: perseroan (pasaI 49 ayat(2)), untuk
- dicatat tangga} dan hari pemmdahan hak tersebut-dalam Daftar Pemegang

" Saham atau Daftar Khusus yang disedxakan untuk xtu (pasal 49 ayat (3))

ndang_~_undang memberlkan keleluéisaan kepada para p}hak (pend1r1

=8 '.'_--Keharusan untuk menawarkan terieb:h dahulu kepada keIompok
pemegang saham tertentu atau pemegang saham lamnya dan atau

rg '_-"Keharusan mendapatkan persetujuan terlebm dahulu dan ozgan

"_"Daiam hal hak hak xstlmewa tersebut dxberzkan maka senap

o peiaksanaan dan pengecuahan terhadap ketentuan tersebut hanya dapat

dilakukan berdasarkan keteniuan yang diberikan dalam pasaI 51 dan
pasal 52 Undang«undang Perseroan Terbatas S IR T

_ Dengan ketentuan-ketentuan tersebut d1 atas pemegang saham
1 "(perusahaan induk) dlharapkan dapat bertxndak strategis dalam tiap

pembentukan suatu perseroan terbatas yang baru, terutama untuk

‘menentukan sampai seberapa jauh perusahaan induk ingin melakukan
pengawasan kepem:hkan (saham) dalam anak-anak pemsahaan

Tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa saham perseroan

pasti dapat digadaikan. Undang-undang memberikan kelonggaran kepada

‘para pihak (pemegang saham) untuk menentukan sendiri apakah saham

- dalam perseroan yang dimilikinya dimungkinkan untuk digadaikan atau

- tidak. Selanjutnya jika gadai atas saham dimungkinkan maka gadai tersebut

* wajib dicatat dana Daftar Pemegang Saham dan atau Daftar Khusus yang
disediakan untuk itu.*

Satu hal yang secara jelas diangkat kembali dalam Undang-undang
‘Perseroan Terbatas ini adalah hak suara atas saham yang digadaikan.
Hak suara ini oleh Undang-undang dikatakan dengan tegas bahwa tetap

4. Erman Radjagukguk, Pelaksanaan Saham Sebagai Agunan, Jakarta : BEHN-Departemen Kehakiman.
1994, hal. 3.
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' g :ada pada pemshk saham dan tidak beralih pada pemegang gadai saham
. (pasal 53.ayat (4)). Ketentuan: mx yang secara langsung ‘menegaskan
= -_g-kembah arli sebenarnya dari’ suatu’ gadal secara tidak langsung juga -

1 membenkan kedudukan yang lebxh mengun’fungkan bag1 para pemegang o

Seianj ui:nya sama halnya dengan pengawasan untuk tzap pemmdahan _ |

:' ".hak atas saham, mduk perusahaan sebagai pemegang saham dalam anak-
'_an_ak pemsahaan juga harus memiliki- suaty’ pandangan ‘yang jauh ke‘-’- -

T “depan mengenai visi anak-anak perusahaan yang berada di bawah naungan o

kepemilikannya, sehingga mereka dapat menentukan pertu tidaknya aturan

-...-mengenai gadai saham, dan jika diperlukan tata cara penggadaian saham
.- seperti apa vang .akan ditetapkan

Secara umum Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memungkin-
kan terjadinya kepemilikan saham perseroan oleh perseroan sendiri, namun

. demikian berdasarkan alasan tertentu undang- undang memungkinkan
' 'perseroan untuk membeli kembah saham yang’ telah dlkeluarkan dengan

ketentuan bahwa

a. Pembelian tersebut harus dibayar dari laba bersih perseroan, dan

pembayaran yang dilakukan tersebut tidak akan menyebabkan

 kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal
yang dztempatkan dltambah cadangan yang diwajibkan;

b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang memiliki perseroan bersama
dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang
dipegang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal

'yang ditempatkan (pasal 30 ayat (1)).

- Perolehan saham, baik yang secara langsung maupun tidak langsung,
yang bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan tersebut di atas

~akan batal demi hukum, dan setiap pembayaran yang telah diterima oleh

pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan (pasal 30 ayat

(2)).

Dalam hal pemegang saham mengalami kerugian sebagai akibat

‘pembatalan demi hukum tersebut dalam pasal 30 ayat (2) di atas, maka

Direkst demi hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
semua kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik
(pasal 30 ayat (3)).
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Selanju‘mya sebaga1 perhndungan terhadap kepentmgan pemegang

3 “saham secara keseluruhan ‘maka, ‘pembelian kembali saham tersebut di
U atas’ dan pengahhannya Ieblh Ian_;ut hanya dapat. dllakukan berdasarkan
R keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 31 ayat (1)) Keputusan

“Rapat‘Umum’ Pemegang Saham! tersebut hanya sah jika'dihadiri oleh
:pemegang saham yang mewak1h pahng Sediklt 2/3 (dua pemga) bag:an
dan Jum]ah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan d1setuj u1 ‘oleh

: organ lam untuk Waktu pahng 1ama 5 (hma) tahun (pasaI 32 ayat {l)}
dengan ketentuan bahwa penyerahan kewenangan tersebut dapat ditarik
. ’kembali sewaktu-waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 32
. -ayat-(3)). Penyerahan kewenangan tersebut dapatdiperpanjang kembali
~-setiap saat untuk waktu paling. iama hma ‘iahun (pasal 32 ayat (2)).

“Sebagai konsekuen31 dan kepemxhkan saham  perseroan oleh perseroan
~ sendiri,’ saham yang diberi kembali dan dlmihkl oleh perseroan, tidak
dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang
.. harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan
. atau Anggaran Dasar (pasa} 33 ayat (1)). Ketentuan yang sama berlaku
. juga untuk kepemﬂzkan saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak
perusahaannya (pasal 33 ayat (2)).

Meskipun pembelian kembali saham perseroan oleh perseroan
dimungkinkan dalam keadaan tertentu seperti diuraikan di atas, namun
perseroan dengan alasan apapun juga tetap dilarang untuk mengeluarkan
saham guna dimiliki sendiri (pasal 29 ayat(1)). Larangan pemilikan saham
guna sebagaimana dimaksud yang demikian berlaku juga bagi anak
perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya
* (pasal 29 ayat (2))

Dengan dimungkinkannya kepemilikan dalam bentuk treasury stock
tersebut di atas. Undang-undang secara implisit membuka kemungkinan
bagi perusahaan induk untuk memperkecil atau memperbesar korum dalam
setiap Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal yang demikian Direksi
anak-anak perusahaan diharapkan dapat bertindak profesional sehingga
celah ini tidak dimanfaatkan oleh para pemegang saham mayoritas untuk
merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

215




.Sebagai suatu badan hukum yang didasari perjanjian, Undang-undang

Perseroan Terbatas mewajlbkan pendlrlan perseroan dilakukan oleh dua
_-atau tebih orang. (pasal 7 ayat (1)), dan kepemilikan. saham perseroan
o .;setelah perseroan disahkan j juga tzdak boleh kurang dar1 dua orang. Jika
-...setelah perseroan dxsahkan pemegang saham perseroan menjadi kurang
...+ dari dua.orang, ;naka dalam waktu paling lama enam bulan terhitung
._._-'_:_sejak keadaan tersebut pemegang-saham yang bersangkntan wajib
s _._'_'__:_j_-_mengak1hkan sebag1aﬁ sahamnya kepada corang lain (pasal 7. ayat (3)),

. dengan konsekuensi bahwa | pemegang | saham bertanggung jawab secara

g -pribadi atas segala penkatan atau keruglan perseroan, dan atas permohonan

-.p]hak yang berkepentingan. Pengadilan- Negerl dapat membubarkan

:. -perseroan tersebut (pasat 7 ayat (4)).

“Dengan demikian jelas bagi kita bahwa meskipun Undang-undang

" ‘tidak melarang kepemilikan tunggal perusahaan oleh satu pemegang saham

(perusahaan induk), namun dari rumusan lebih tanjut yang diberikan dalam

....pasal.7 ayat-(3) jo.ayat.(4) seperti disebutkan di atas, jelas bahwa
.. kepemilikan tunggal suatu perseroan oleh satu pemilik (perusahaan induk)
.. merupakan "boom wakfu” yang setiap saat dapat meledak.

Pengawasan Melalui Pembentukan “Holding Company”

] Undang undang Perseroan Terbatas mengenal adanya tiga organ penting

dalam Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas jalannya dan
kelangsungan usaha dalam perseroan terbatas. Ketiga organ tersebut adalah:

1. Direksi;
2. Komisaris; dan

3. Rapat Umum Pemegang Saham

Masing-mésing organ tersebut memilik tugas dan kewajiban yang harus
mereka jalankan agar perseroan terbatas tersebut dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.

Holding Company, sebagai suatu perusahaan induk yang memiliki saham-
saham dalam anak-anak perusahaan memiliki berbagai kewenangan
sebagal pemegang saham yang diberikan oleh Undang-undang No. 1
tentang Perseroan Terbatas. Dari berbagai macam kewenangan yang
mungkin dimiliki sebagai pemegang saham, salah satu kewenangan utama
adalah kewenangan untuk memanggil, menyelenggarakan di mana perlu,
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam tiap Rapat Umum Pemegang
Saham. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, holding company, sebagai
pemegang saham dapat :
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E 1 Menentukan anggota D1rek51 perseroan
A Menentukan Komisans perseroan :
B ";Me}akukan pengawasan terhadap Jaiannya perseroan dan juga hal-

_ Dn‘ekm
ke k menja ;qkan kepengurusan perseroan dan
e -bertanggung _;awab penuh untuk kepentingan dan. tercapamya tujuan
' ‘perseroan (pasal 79 ayat (1) jo pasal 82). Untuk keperluan tersebut,
Direksi memiliki kewenangan untuk mewakih perseroan di dalam

e Edan diluar: pengadﬂan : : o

_ Undang—undang Perseroan Terbatas menganut prms;p dan sistem
y perwakﬂan kolegial dalam Du‘eksa meskipun masing-masing anggota
. Direksi dapat memiliki tugas, wewenang serta besar dan jenis
' '_'penghasﬂan yang berbeda. Dengan sistem perwakﬂan kolegial
tersebut, Undang- undang ‘adak membeda'bedakan pertanggung-
- Jawaban anggota Direksi yang satu terhadap yang lamnya Ketentuan
. inisecara tidak langsung melahirkan pengawasan intern antara sesama
L 'anggotaDlreksx Kewajibanpertangung}awaban kolegial ini dipertegas
" kembali dalam ketentuan pasal 57 ayat (1) Undang—undang Perseroan
- Terbatas, yang mewajibkan laporan Tahunan untuk ditanda tangani
~ oleh semua anggota Direksi. Dengan dlbubuhkannya_ tanda tangan
- pada Laporan Tahunan yang diajukan pada Rapat Umum Pemegang
" Saham berarti anggota Direksi berkenaan telah menyetujui isi yang
tercantum dalam Laporan Tahunan tersebut, termasuk Perhitungan
Tahunan yang terkandung di dalamnya. Dalam hal terdapat anggota
Direksi yang tidak berkenan untuk menandatangani laporan tersebut,
maka hal tersebut harus disebutkan alasannya secara tertulis (pasal

57 ayat (2)).

Sebagai suatu badan hukum yang kewenangan bertindaknya
dilakukan melalui Direksi, maka untuk kepentingan praktis, dengan
tidak menyimpangkan pertangungjawaban kolegial. Undang-undang
melahirkan kemudahan dengan memberikan kepada masing-masing

5. Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas
(Direksi) Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995, hal. 112,
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.. dimintakan dalam pcrnyataan Laporan Tahunan yang d1keluarkan_ .
oleh Dlrek51 perseroan Se

b).

Und&ng -undang tidak memberikan rumusan yang Jeias mengena1_ e

anggota Direksi kewenangan untuk bertindak mewakiii‘;-p'erseroan L

{(pasal 83 ayat (1)). Pertangung}awaban kdlegial mana ietap dapat

ra _bersama—sama .

Lomlsarls

o kewenangan dan kewapban Komisans dalam suatu perseroan terbatas, -

. namun satu hal yang pasti, Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi

'kebijaksanaan Direksi dalam rnen;alankan perseroan serta untuk
o membenkan nas1hat kepada Dlrekm d1 'nana perlu balk diminta
. maupun tidak (pasal 97) o

Seperti halnya D1rek31 perseroan, Komisaris juga d1angkat oleh

_Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 95 ayat (1)), dan karenanya

' '-::_'}uga bertanggung Jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang
"~ Saham. Sebagai pertangungjawaban pelaksanaan pengawasan yang

| . dilakukan oleh Komisaris selama kurun waktu berjalan, Komisaris

P juga berkewajiban . untuk menandatangam Laporan Tahunan yang
*  disusun oleh Direksi sebeium pada akhimya Laporan Tahunan tersebut

: dlsampaxkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui

: _(pasal 57 ayat (1)). Penandatanganan tersebut menunjukkan telah

: dllakukannya pengawasan seperti yang disyaratkan dalam Anggaran
- Dasar perseroan dengan baik. Setiap alasan yang menyebabkan tidak

ditanda tangamnya Laporan Tahunan tersebut oleh satu atau lebih

' 'Kormsarxs perseroan harus disebu‘{kan alasannya secara tertulis,®

-Dengan dilaksanakannya semua ketentuan tersebut di atas berarti

‘holding company sebagai pemegang saham, melalui wakil yang

dituryuk olehnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris perseroan,

. dianggap teleh dapatmelaksanakan pengawasan operasional jalannya

perseroan dengan baik.
Rapat Umum Pemegang Saham

Di samping pengawasan operasional yang dilakukan secara tidak
langsung, sebagai pemegang saham, holding company dapat juga
melaksanakan pengawasan fungsional melalui Rapat Umum
Pemegang Saham yang wajib diadakan untuk hal-hal yang secara

6. Lihat Pasal 63 ayat (1)
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s tegas diwagzbkan o}eh Undang~undang No 1 tahun 1995 tersebut o

::'_-Rapat Umum: Pemegan g Saham tersebut memlhiq S€ gaia wewenang
Ly g'._ndak dlberikan kepada Dxre}{m atau Komlsarls dalam Undang—
; 'ndang dan. tau Anggaran Dasar. (pasai 63 ayat (1)) Lo et

engawasan fungmcma} pemegang'saham tersebut dapat dﬁakukan )

."_'.memperoleh segala Reterancan yang berkaltan dengan
-« kepentingan perseroan. dan Dxrek51 dan. atau Komlsans perseroan,
4 sebelum pada akhlrnya Laporan Tahunan tersebut dlsahkan

88 ayat (i) mengcnm kewajiban Dlreksx untuk memmta

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Direksi

.. .. bermaksud untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang
.. seluruh atau sebag;an besar kekayaan perseroan; dan .

e Set:ap saat, dengan menggunakan hak yang d]benkan daiam
.. pasal-66 ayat (2) dan hak derlvatlf daiam pasal 85 ayat (3) jo
. -pasal 98 ayat (2). . et
- “Pasal 66 ayat (2) memungkmkan penyelenggaraan Rapat Umum
" Pemegang Saham atas permintaan satu:atau lebih Pemegang
* Sahamyang secara bersama-sama mewakili sepersepuluh bagian
“dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan
pasal 85 ayat (3) jo pasat 98 ayat (2) memberikan hak derivatif
kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu
- Sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham perseroan,
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota
Direksi atau Komisaris perseroan yang karena kesalahan atau
kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada perseroan.”

b, PENUTUP

Deari uraian yang telah diberikan di atas mengenai berbagai aspek hukum
yang perlu diperhatikan oleh perusahaan induk (dan juga anak-anak perusahaan)

7. Lihat Pasal 63 ayat (1)
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' dapat kxta katakan bahwa Hoidm g Company sebagal suatu’ perseroan terbatas,

- jugamempunyai hak~hak dan kewajibanukewajiban sebagai suatu- ‘perseroan - Y
~terbatas yang tunduk pada ketenmanUndang—undangNo 1talun 1995 tentang
ﬁPerseroan Terbatas Hal'ini: mewajibkan: masing-masing pengurus dan -

: ) -pemegang saham perseroan untuk menjalankan aturan main’ yang telah .

digariskan, oleh Undang undang dan Anggaran ; Dasar perseroan._.Yang jelag -

_peran_D:rekm yang proiesmnal tldak hanya dan anak~anak pemsahaan L =

‘san gkaI bahwa pengangkatan pengums'suatu perseroan terbatas (Direksi dan
Kemasans) tergantung pada pemegang saham dalam perseroan namun ini
tidaklah berarti bahwa DlrekSI perseroan tidak dapat bertindak profesional,
dan khususnya bagi perseroan yang sebaga1 perusahaan induk, Direksi
perusahaan induk harus juga mampu untuk ‘menempatkan dirinya sebagai
pemegangsaham profesional bagi anak-anak perusahaan selain sebagai Direksi
profesional bagi-perusahaan mduk agar semua aturan main yang telah diberikan
dapat dijalankan dengan baik. 3

“Jika Hoidmg Company, sebagm pemegang saham dapat mengoptimumkan
pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1995 secara konsekuen, maka holding
company tidak perlu khawatir akan terjadi penyimpangan kewenangan yang
dapat merugikan pihaknya, salah satunya adalah seperti yang dijabarkan dalam
ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas. Melalui
pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Komisaris
perseroan yang ditunjuk terhadap segala aspek kegiatan perseroan, dan
pengawasan fungsional langsung, sebagai pemegang saham serta untuk dan
atas nama perseroan (devirative suit), hoding company praktis telah melakukan
semua pengawasan yang dipertukan oleh seorang investor terhadap tiap investasi
yvang dilakukan olehnya SN -
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mi: -_-mana_]emen dalam perseroan,
satu grup’ besar Mesk1pun tidak dapat kita
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